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ABSTRAK 

 

(A) Nama :  Sonia Christy Sipayung (NIM: 205180226) 

(B) Judul Skripsi :  Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 

45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus 

Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Kasus: 

Putusan Pengadilan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI) 

(C) Halaman :  ix + 116 halaman 

(D) Kata Kunci : Penerapan Pasal, Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong, 

Media Sosial  

(E) Isi :  

Berita bohong (hoax) adalah suatu informasi yang tanpa diverifikasi terlebih 

dahulu kebenarannya seolah informasi tersebut adalah faktanya. Semakin 

meningkat perkembangan teknologi, media sosial kerap dijadikan sebagai 

media dalam melakukan tindak pidana atau cyber crime seperti penyebaran 

berita bohong. Melihat hal tersebut, pada kasus yang diteliti mengenai aturan 

hukum yang sudah lampau diterapkan ke dalam kasus berita bohong yang 

dilakukan di media sosial. Sehingga memunculkan permasalahan terkait 

bagaimana urgensi Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan 

dengan kasus penyebaran berita bohong di media sosial dalam kasus putusan 

Pengadilan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI. Metode yang digunakan 

adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis penulisan ini 

diketahui bahwa terdapat perbedaan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut. 

Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam pembuktian di persidangan disertai 

dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Demikian 

dengan Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa diputuskan Pasal 14 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 

terkait dengan kasus karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.  

(F) Acuan : 69 (1965-2021) 

(G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. 

(H) Penulis : Sonia Christy Sipayung 
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